BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dua pertanyaan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :

4.1.1 Sebagaimana dijelaskan pada bab II bahwa pengaturan asuransi lingkungan di
Indonesia diatur dalam UUPPLH dan PP 22/2022. Peraturan perundang-undangan tersebut
merumuskan asuransi lingkungan dalam kerangka dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
lingkungan hidup. Perumusan tersebut secara implisit menegaskan fungsi asuransi lingkungan
sebagai jaminan keuangan agar pelaku pencemar dapat memenuhi ganti rugi ketika dibebani
pertanggungjawaban perdata dalam kasus lingkungan hidup. Hal ini ditegaskan kembali dalam
Risalah Rapat Revisi UUPLH yang sejak awal telah merumuskan asuransi lingkungan dalam
pertanggungjawaban secara strict liability, dengan tujuan agar pemenuhan ganti rugi dapat
terlaksana secara langsung dan seketika.

Pasal 472 ayat (1) PP 22/2021 telah menetapkan kewajiban untuk memiliki asuransi
lingkungan kepada setiap pemegang persetujuan lingkungan. Dimana pemegang persetujuan
lingkungan merupakan pelaku yang usaha/kegiatannya wajib Amdal atau wajib UKL-UPL.
Namun hingga saat ini, hanya ada tiga sektor usaha yang sudah mengatur ketentuan mengenai
kewajiban asuransi lingkungan. Sektor-sektor tersebut adalah sektor ketenaganukliran, sektor
usaha yang berkaitan atau menggunakan B3, dan sektor pelayaran.

4.1.2 Sebagaimana dijelaskan pada bab III bahwa penerapan asuransi lingkungan
pada usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan karhutla sangat substansial. Hal ini karena
pelaku Karhutla tidak hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban secara PMH, melainkan
juga secara strict liability yang mensyaratkan pemenuhan ganti rugi secara cepat dan seketika.

Selain itu, nilai rata-rata ganti rugi yang tinggi pada kasus karhutla berdampak pada
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kemungkinan insolvensi pada pelaku karhutla semakin tinggi. Sehingga perlu ada asuransi
lingkungan untuk menjamin aset pelaku karhutla tidak insolven agar nantinya pemeuhan ganti
rugi dapat telaksana degan optimal.

Pada usaha perkebunan kelapa sawit, penerapan asuransi lingkungan dapat dilakukan
dengan mempehatikan beberapa hal, yaitu : (1) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang
wajib memiliki asuransi lingkungan adalah pelaku usaha yang memiliki luas lahan minimal
25 hektar; (2) luas jaminan yang diberikan oleh asuransi lingkungan meliputi ganti rugi biaya
pemulihan maupun biaya penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup; (3) nilai
pertanggungan ditetapkan pada saat tahapan perencanaan usaha/kegiatan, meskipun belum
ditegaskan nominal batas maksimal maupun minimalnya; dan (4) terakhir terkait dengan klaim
asuransi lingkungan dapat diketahui tiga hal, yaitu klaim asuransi dapat dilakukan pada
seluruh tahapan kegiatan/usaha sejak pra konstruksi sampai pasca operasi, klaim asuransi
harus berdasarkan keputusan dari pemerintah atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah,
dan apabila nilai pertanggungan tidak mencukupi untuk membayar ganti rugi maka pelaku
usaha wajib memenuhi kekurangannya.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini, berikut dua rekomendasi yang dapat dijalankan oleh

pembuat kebijakan :
4.2.1 Kepada menteri yang membidangi masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL-UPL agar mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penentuan nilai
pertanggungan, penentuan tarif premi, limit ganti rugi, dan bentuk asuransi. Pengaturan ini
diperlukan agar terdapat petunjuk bagi perusahaan asuransi dan pelaku usaha dalam
menerapkan asuransi lingkungan, serta bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan
kebijakan.

4.2.2 Mengadakan diskusi dengan para pelaku usaha, asosiasi-asosiasi usaha, dan para pihak
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terkait lainnya dalam pembahasan regulasi yang mengatur mekanisme asuransi lingkungan
secara lebih lanjut. Hal ini agar para pelaku usaha, asosiasi-asosiasi usaha, maupun para pihak
terkait lainnya dapat memberikan masukan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-
masing usaha/kegiatan, sehingga nantinya peraturan tersebut dapat implementable di

lapangan.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Persetujuan Wawancara dan Transkrip dengan Bambang Dwi Laksono
(GAPKI)

LEMBAR PERSETUJUAN WAWANCARA

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Dwi Laksono
Jabatan : Ketua Bidang Sustainability
Lembaga : Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)

Menyatakan telah dimintai keterangannya dalam wawancara yang dilakukan oleh :

Nama : Luthfia Fauziah Tita
NIM : 101180014
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Pada 29 Juli 2022, pukul 12.30 WIB melalui Google Meeting, untuk kepentingan penelitian
dengan judul “Asuransi Lingkungan Sebagai Alternatif Pemenuhan Pertanggungjawaban
Perdata Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan”. Narasumber menyatakan
keaslian jalannya wawancara dan hasil wawancara. Hasil wawancara tersebut dipergunakan
untuk kepentingan penyusunan tugas akhir di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang
terlampir dalam laporan Tugas Akhir atau Skripsi.

Jakarta, 29 Juli 2022

Narasumber

(Bambang Dwi Laksono)

79



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bambang Dwi Laksono

Jabatan : Ketua Bidang Sustainability

Lembaga : Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
Hari/Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022

Pukul :09.00- 09.30 WIB

Wawancara dilakukan melalui Google Meeting.

Luthfia Fauziah Tita

Sejauh ini, apakah ada produk asuransi atau jaminan keuangan
lainnya yang biasanya dimiliki pengusaha kelapa sawit untuk
menjamin  usahanya  dari  risiko  kerugian  akibat

pencemaran/kerusakan lingkungan?

Bambang Dwi Laksono

Sepanjang yang saya tahu, belum ada ya. Ya....kalau yang Bu
Luthfia bilang dengan asuransi gitu kan, mungkin kita bisa refer
ke dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
Jadi namanya kalau yang saya lihat di PP 22/2021, ya...ini
merupakan salah satu turunan dari UUCK, itu kalau kita bica
masalah jaminan itu disebut dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi lingkungan hidup. Nah, kalau dilihat di PP itu, itu...sudah
cukup lengkap dari mulai eee.....apa....kegiatan apa saja yang
harus dijamin disitu, ada penanggulangan pencemaran atau
kerusakan lingkungan, ada juga disebut pemulihan fungsi
lingkungan hidup. Kemudian, juga termasuk yang ibu tanyakan
itu, sebetulnya pemegang persetujuan lingkungan sebetulnya
wajib mempunyai dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
lingkungan hidup, bentuk bisa macem-macem disitu ya, bisa
deposito berjangka, tabungan garansi, dan sebagainya, yang
pengeluarannya itu harus diatur oleh pemerintah. Kan gitu.
Berapanya, berapanya itu kan tergantung dari
eee.....apa....ece....salah satunya dari tipologi, dari media
lingkungan, derajat pencemaran, lama pencemaran, jenis

kegiatan, dan sebagainya. Jadi kalau yang sepanjang saya tahu,
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di GAPKI ini ngurusi hulunya kan ibu, ya, jadi dari kebonnya
sampai dengan PKS-nya, ya...yang saya ketahui adalah jika ada
terkait dengan penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan
hidup ya kita akan refer ke PP-nya itu. Untuk asuransinya,

sejauh ini saya belum belum denger itu.

Luthfia Fauziah Tita

Baik Pak, berarti sejauh yang Bapak tahu, sampai saat ini belum

ada penerapan dana penjaminan pada pengusaha kelapa sawit?

Bambang Dwi Laksono

Jadi gini, ini kan PP 22/2021 ini kan terbitnya Februari ya, jadi
turunan UU CK. Sebelumnya udah ada namanya PP 46 Tahun
2017 tentang instrumen lingkungan, salah satu itemnya adalah
dana jaminan pemulihan lingkungan hidup. Namanya agak lain
ya, kalo di PP 46/2017 namanya dana jaminan pemulihan
lingkungan hidup, tapi kalo di PP 22/2021 itu berubah menjadi
dana penjaminan untuk fungsi lingkungan hidup. Jadi udah ada.
bahkan, di UU 32/2009 juga udah disinggung terkait dengan
ee....dana jaminan pemulihan lingkungan hidup ini. Jadi
sebenenrnya udah lama, gitu lo. Jadi kalau kita bicara yang
sekarang nih,di PP 22/2021, jadi misalnya suatu unit
kegiatan/usaha dia akan melakukan perencanaan/kegiatan usaha,
maka kan dia harus melakukan salah satunya adalah penyusunan
dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu bisa macem-
macem ya, bisa Amdal, bisa UKL/UPL, bisa DPLH, bisa DELH,
bisa sebagainya lah. Kita sebutnya itu semua dengan dokumen
lingkungan hidup. Nah..setelah disusun dokumen lingkungan itu,
salah satu tindak lanjutnya adalah persetujuan lingkungan. Nah
kalau di PP 22/2021 itu perlu memuat dana penjamin untuk
pemulihan fungsi lingkungan hidup itu. Jadi kalau dari segi
konsepnya itu, harus dimasukkan kesitu, dana jaminan untuk
pemulihan fungsi lingkungan hidup itu. Nah ini yang menarik,
dana jaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup ini

bukan hanya dari aspek pra konstruksi, bukan hanya rencana,
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tetapi juga ada untuk tahap konstruksi, kemudian juga
operasional, kemudian juga maintenance atau pemeliharaan,
sampai dengan pasca operasi. Jadi eee...durasinya lengkap lah .

gitu, Bu kira-kira.

Luthfia Fauziah Tita

Asuransi lingkungan kan adalah produk asuransi yang secara
khusus digunakan untuk menjamin agar pelaku usaha memiliki
kemampuan secara finansial/ekonomi untuk memenuhi
tanggung jawabnya ketika terjadi pencemaran/kerusakan
lingkungan. Menurut Bapak, apakah pengusaha kelapa sawit
perlu memiliki produk asuransi lingkungan ini? Apabila perlu,
apakah berlaku untuk semua pengusaha kelapa sawit ataukah

hanya perusahaan tertentu, misalnya yang berbentuk PT saja?

Bambang Dwi Laksono

Jadi gini, kalo saya lebih cenderung untuk kembali kepada
regulasinya. Jadi dibilang disitu di regulasinya adalah pelaku
usaha sebagai pemegang persetujuan usaha itu dia harus
mempunyai dan penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan.
Bentuknya itu disitu sudah disebut, bisa deposito berjangka,
tabungan bersama, bank garansi atau lainnya. Disebut juga disini
dapat berbentuk polis asuransi atau instrumen jasa keuangan
lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan milik
pemerintah. Jadi yang anda maksud dengan asuransi lingkungan
ini kan adalah dalam bingkai yang sebenarnya ada di dalam Pasal
473, vya...dalam bingkai implementasi ee...ee....dana
penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ini
penting untuk di note ya, jadi kalau saya boleh usul ya, itu harus
ditekankan terkait dengan dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi lingkungan. Tidak hanya untuk perusahaan perkebunan
sawit, ya semua harus menerapkan ini karena ini sudah jadi
peraturan pemerintah dalam PP 22/2021. Bentuknya seperti apa
sudah diatur dalam pasal 473 ayat (2), bisa polis asuransi atau

instrumen yang lain yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan
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yang ditunjuk oleh pemerintah.

Luthfia Fauziah Tita

Asuransi lingkungan ini kan sebenarnya konsep ya pak, di
peraturan perundang-undangan sendiri belum diatur bentuknya
seperti apa. Dalam konsepnya, bentuk asuransi lingkungan dapat
berupa asuransi kerugian umum atau asuransi tanggung jawab
hukum. Asuransi kerugian umum (misalnya asuransi kebakaran),
mengcover risiko kerugian akibat peristiwa “kecelakaan” yang
berdampak pada lingkungan, sementara asuransi tanggung jawab
mengcover tanggung jawab hukum yang muncul dari terjadinya
peristiwa pencemaran/kerusakan lingkungan. Berdasarkan jenis
risiko yang ditanggung tersebut, menurut Bapak, bagaimana
bentuk asuransi lingkungan yang cocok/sesuai diterapkan pada

perusahaan kelapa sawit?

Bambang Dwi Laksono

Ya...gini, yakan saya ambil contoh, saya coba cari peraturan-
peraturan teknisnya, saya ketemu satu nih Permen Lh No. 6 tahun
2021, ya....itu terkait dengan Perpres B3.tempat penyimpanan
sementara limbah bahan berbahaya dan beracun. Disitu diebut,
kalau kita ngomong pengelolaan limbah itu ada beberapa ya. Ada
yang dengan ee....penyimpanan sementara, ada yang
pengumpulan, ada yang ee...pemanfaatan...kemudian ada
pengangkutan, kemudian ada dumping, dan sebagainya. Itu
semua disebut dalam Permen itu ya. Jadi kalau untuk
ee...apa...selain daripada penyimpanan sementara, mereka
harus punya dana untuk penjaminan pemulihan fungsi
lingkungan hidup minimal 5 M, ya...jadi udah ada nominalnya.
Digunakan untuk apa? Digunakan jika ada pencemaran atau
kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ee...kegiatan/usaha
baik dari saat pra kontruksi sampai dengan pasca operasional,
Baik di dalam maupun diluar areal usaha/kegiatan. Jadi
sebetulnya, nominalnya sudah disebutkan disana. Tapi tadi kan

anda bilang ada dua bentuk asuransi lingkungan, satu asuransi
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tanggung jawab dan asuransi apa?

Luthfia Fauziah Tita

asuransi kerugian umum.

Bambang Dwi Laksono

iya, asuransi kerugian umum. Jadi di PP 22/2021 itu dibilang,
walaupun ada dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, kalau
itu ga cukup, misalnya terjadi nih perusakan/pencemaran
lingkungan, kalau misalnya dana itu ga cukup, maka pelaku
usaha tetap harus mengcover sisanya. Misalnya dari hasil
penilaian....apa....valuing environment itu ternyata
ee...katakanlah 100 juta, ternyata dana penjaminannya itu cuma
75 juta, masih kurang nih, nah pelaku usaha tetap harus
mengcover hal tersebut. Kemudian setelah dipake nih dana
penjaminan pada saat katakanlah pra konstruksi, sudah terpakai,
kosong kan? Berarti kasnya sudah kosong kan, pelaku usaha
harus ee...apa....menambahkan lagi supaya dana penjaminan
fungsi lingkungan hidup itu tetep ada. Jadi dari situ kita lihat
sebetulnya dari regulasi ini sudah menjangkau hal itu. Terus saya
lihat di pertanyaan anda selanjutnya, ada data dari greenpeace
tahun 2019 bilang, asuransi lingkungan bisa gak cukup terkait
dengan dampak dari pencemaran/kerusakan lingkungan yang
diakibatkan katakanlah oleh ee....ce...apa kegiatan/usaha, gitu
kan. Nah biasanya kan kalau kita lihat kan disitu kalo ada dana
penjaminan lingkungan itu, dipake dulu kalau kurang, ya....
kalau misalnya katakanlah dari pengadilan ya misalnya PT X
diduga melakukan kegiatan yang berdampak pada kerusakan
lingkungan, misalnya kebakaran atau tumpahan limbah cair yang
menyebabkan adnaya kerugian lingkungan dan sosial, kemudian
dihukum pinalti membayar ganti rugi sebesar X. Nah dana
jaminan pemulihan lingkungan itu misalnya tidak ada ya dia
tetap dibebankan untuk itu. Jadi sebetulnya ada tidak ada
asuransi lingkungan dia terkena, karena nada putusan pengadilan

yang dia harus ikuti.
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Luthfia Fauziah Tita

Baik pak, berarti tadi pertanyaan keempat sudah dijawab
sekalian ya pak.

Bambang Dwi Laksono

sudah, sudah...

Luthfia Fauziah Tita

Baik, kemudian ke pertanyaan kelima. Di dalam UUPPLH
maupun aturan terkait lainnya kan belum ditetapkan secara jelas
ya Pak, sektor usaha mana saja yang wajib memiliki asuransi
lingkungan. Jika pemerintah mewajibkan perusahaan kelapa
sawit untuk memiliki/membeli polis asuransi lingkungan, hal-hal
apa saja yang perlu diperhatikan/diatur oleh pemerintah? atau
bisa juga, apa harapan bapak selaku perwakilan dari gapki

terhadap hal ini?

Bambang Dwi Laksono

Jadi gini, kalo saya sih ngeliatnya, ee...harus diliat dulu proses
produksi yang ada di kelapa sawit dulu. Kan gitu. Ya kalo kita
melakukan kegiatan atau usaha,itu akan ada ikutan dampak
positif dan negatifnya. Positif berkaitan dengan insentif, negatif
berkaitan dengan disinsentif. Saya yakin di perkebunan kelapa
sawit itu banyak dampak positifnya bagi lingkungan, sosial,
maupun ekonomi. Contohnya, di perkebunan kelapa sawit, kalo
kita mau buka perkebunan baru nih, banyak...banyak diantara
perkebunan kelapa sawit tuh melakukan identifikasi areal yang
bernilai konservasi tinggi, itu kan juga merupakan hal yang
positif. Jadi sebelum dibuka tuh dilakukan dulu assassement,
kemudian juga misalnya diliat lagi tuh efek domino yang
dilakukan oleh suatu perkebunan kelapa sawit. Itu juga ada
dampaknya. Dampak negatifnya? Juga ada misalnya, kan kalau
kita tidak melakukan pengaturan yang benar mungkin akan
terjadi pencemaran lingkungan, mungkin ya, tapi kalau misalnya
kita kontrol dengan benar, kita monitor dengan benar, maka
ee...luaran-luaran terkait dengan proses produksinya itu bisa
dibawah baku mutu yang ditetapkan regulasi atau pemerintah.
Memang jika saya lihat di PP 22/2021 nih ada beberapa item
yang memang dituliskan itu akan ditentukan oleh peraturan

terkait, misalnya oleh Menteri atau sebagainya. Ya pada
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prinsipnya kita sih menunggu. Jika ada peraturan teknis, kalau
memang diberikan kesempatan asosiasi seperti GAPKI bisa
memberikan input gitu loh, sehingga nanti peraturan-peraturan
teknis yang dihasilkan bisa lebih implementable di lapangan.
Kira-kira gitu.

Luthfia Fauziah Tita

Baik Pak, pertanyaannya sudah selesai, apakah dari Bapak ada

yang ingin ditambahkan?

Bambang Dwi Laksono

ee....saya lebih melihat kearah konsep dan implementasinya ya,
ee.... kalau misalnya ada yang diluar konsep atau regulasi, ee
....perludi ee...didiskusikan aturan-aturan teknisnya seperti apa.
Supaya juga tidak memberatkan dunia usaha, tanpa

mengorbankan ee....lingkungan lah, kira-kira seperti itu.

Luthfia Fauziah Tita

Baik pak, terima kasih banyak atas waktunya.
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